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 ABSTRAK 

Program jaminan sosial di tujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu 

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat sebagaimana 

tercantum dalam Kontitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pelayanan 

Peserta BPJS, hambatan peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan dan tindakan pihak rumah 

sakit apabila pasien bermasalah dengan penolakan klaim BPJS. Penelitian ini. Data penelitian 

adalah data Primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Keseluruhan data dianalisa secara kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Balikpapan belum sepenuhnya terpenuhi terbukti dengan masih adanya 

keluhan peserta BPJS terhadap pelayanan fasilitas kesehatan dan juga sarana dan prasarana 

yang ada dirumah sakit. Dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya 

pemenuhan hak pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Kota Balikpapan 

dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak mematuhi prosedur di rumah sakit dan juga 

masalah penolakkan klaim peserta BPJS.  

  

Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Pemenuhan Hak, Pelayanan Kesehatan 

 

ABSTRACT 

The social security program is intended to enable each person to be able to fully develop himself 

as a useful human being as stated in the Constitution. The purpose of this study was to determine 

the fulfillment of BPJS Participant's Service Rights, BPJS participant barriers in health 

services and hospital actions if the patient had problems with the rejection of BPJS claims. 

Research data are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and 

tertiary legal materials. Primary data collection methods are done by interview and secondary 

data collection is done by literature study. Overall data analyzed qualitatively. The results of 

this study indicate that the fulfillment of the rights of BPJS Health Participants in the City of 
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Balikpapan Regional General Hospital has not been fully fulfilled, as evidenced by the 

continued complaints of BPJS participants regarding the service of health facilities and also 

the facilities and infrastructure available at the hospital. And the factors that hinder the 

fulfillment of the fulfillment of the right to health services in public hospitals in the Kota 

Balikpapan area due to the community's habit of not complying with hospital procedures and 

also the problem of rejecting the claims of BPJS participants. 

Keywords: Social Security System, Fulfillment of Rights, Health Services 

 
 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) 

menjadi tema menarik di masyarakat karena implementasinya menimbulkan beragam 

persoalan. Pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah sistem pelayanan 

kesehatan yang tujuan utamanya pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif 

(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Menurut Levey dan Lomba, 

pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok 

dan masyarakat.2 

Hak atas layanan kesehatan mewajibkan Negara menyediakan layanan kesehatan bagi 

warga negaranya yang membutuhkan dan hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah, 

hak atas perlindungan kesehatan mewajibkan pemerintah melakukan pengaturan agar 

kesehatan setiap orang selaku pemegang hak aman dari bahaya-bahaya yang mengancam. 

Kewajiban ini merupakan bagian dari tugas-tugas pemerintah, Pasal 28 H ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang 

berhak atas jaminan sosial yang pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat”.3 

Bentuk perwujudannya, maka pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan 

Sosial Nasional sebagaimana dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN, sebagai bukti bahwa  

pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Undang-Undang SJSN 

mengamanatkan dibentuknya badan penyelenggara jaminan kesehatan maka dibentuklah 

PT. Askes (persero) sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan bagi pegawai negeri 

sipil (PNS) sekaligus pelaksana program Jamkesmas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional4. 

Masa persiapan transformasi PT ASKES (persero) menjadi BPJS kesahatan adalah 

selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. 

 
2 ARDIANSYAH ARDIANSYAH, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Pengguna Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon,” Jurnal NIAGARA 4, no. 2 

(2017): 43.. 
3 Amir Imbaruddin, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di 

Pusat Kesehatan Masyarakat Tanasitolo Kabupaten Wajo,” Nursing Inside Community 1, no. 2 (2019): 1. 
4 Shoraya Yudithia, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di 

Rumah Sakit,” 2017, 165. 
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Dalam masa persiapan, dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (persero) ditugasi untuk 

menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes 

(Persero) ke BPJS kesehatan. Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup: 

1. Penyusunan system dan prosedur operasional BPJS kesehatan 

2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. 

3. Penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU SJSN. 

4. Koordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan 

program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 

BPJS adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, 

BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Negara dengan mendirikan kantor 

perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota. Untuk memperkuat pelaksanaan program BPJS 

maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana tentang program jaminan 

kesehatan nasional. salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 

2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang dijelaskan 

bahwa peserta jaminan kesehatan memiliki beberapa hak diantaranya adalah memperoleh 

manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS kesehatan).5 

Melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan 

ketentuan program jaminan sosial; dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat.6 

BPJS diharapkan menjadi ujung tombak dari amanat Undang-Undang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional yang disebut-sebut sebagai awal baru dan pintu gerbang terbukanya sistem 

perasuransian yang baik dan terstruktur di Indonesia. Asuransi kesehatan adalah sebuah 

jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para 

anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Menurut 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, 

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi 

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.Terbukanya peluang bagi seluruh rakyat Indonesia 

untuk ikut serta di dalam BPJS, diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh 

pelayanan kesehatan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia untuk hidup sehat dapat 

tercapai. 

 
5 Yudithia, 4. 
6 http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268, di akses pada tanggal 5 

November 2019 

http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268
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Memperkuat pelaksanaan program BPJS maka pemerintah mengeluarkan beberapa 

peraturan pelaksana tentang program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah 

Peraturan menteri kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional yang dijelaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional memiliki 

beberapa hak diantaranya adalah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

(BPJS Kesehatan). 

 

Prinsip dasar BPJS Kesehatan 

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, BPJS Kesehatan memiliki tujuh prinsip dasar yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaannya. Yaitu: 

 

1) Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- 

royong dari peserta yang mampu kepada peserta yamg kurang mampu dalam bentuk 

kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu 

yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. 

2) Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) 

bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama 

penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya 

kepentingan peserta. 

3) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-

prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana 

yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 

4) Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang 

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh 

rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat 

wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. 

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor 

informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat. 

6) Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan 

kepada badan- badan penyelenggara untuk dikelola sebaik- baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 

7) prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini 

adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk 

kepentingan peserta jaminan sosial. 

 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
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memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.7 Pemeliharaan 

kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan 

persalinan.8 

 Hak atas   kesehatan   tidaklah   dapat diartikan sebagai   hak   untuk   menjadi   

sehat, hak   atas   kesehatan    berisi    hak    kebebasan dan    kepemilikan, kemerdekaan     

mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kebebasan seksual dan   

berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk bebas   dari   penganiayaan, 

tindakan    medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai perbandingan, kepemilikan 

termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama 

bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.5 Hak 

Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan 

dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan 

terjangkau. 

Ketentuan lainnya juga terdapat dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 

2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajad kesehatan yang optimal”. Dengan demikian setiap orang mendapat 

jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan haknya atas kesehatan9 

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil masyarakat dan 

sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai. Maka 

oleh sebab itu dibuat undang-undang tentang Sistem Jaminan Nasional yang mampu 

mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan 

oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. 

Sebagai amanat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial tersebut, maka terhitung 

mulai 1 Januari 2014 dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

yang merupakan perubahan bentuk dari PT Asuransi Kesehatan (ASKES) yang ditugaskan 

sebagai penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Tugas mulia dari BPJS 

Kesehatan adalah bagaimana secara bertahap dapat memberikan jaminan kepadaseluruh 

rakyat Indonesia agar memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. 

Faktanya masih banyak kendala terkait dengan pelayanan kesehatan yang harus 

dihadapi oleh para pasien peserta BPJS kesehatan untuk mendapatkan hak pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berjudul: “Pemenuhan Hak Peserta BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

 
7 Siti Nafsiah, Prof. Hembing Pemenang the Star of Asia Award: Pertama Di Asia Ketiga Di Dunia (Gema Insani, 

2000). 
8 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia,” Panduan 

Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum", Yayasan Obor 

Indonesia, 2006, 9789799662767. 
9 S. H. Norma Sari, Perlindungan Konsumen Obat: Tinjuan Umum Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia (UAD PRESS, 2021).. 
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1. Bagaimana pemenuhan hak pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Balikpapan? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayan fasilitas 

kesehatan? 

3. Bagaimana tindakan pihak Rumah Sakit apabila pasien bermasalah dengan penolakan 

klaim BPJS? 

 

3. Metode 

Tulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan analisis. Untuk dapat mengkorelasikan norma dan 

kebijakannya, maka penulis mengidentifikasi sumber bahan hukum terkait pemenuhan hak 

pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan. Kemudian dilakukan analisis 

secara normatif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif agar selaras antara norma, 

teori, doktrin serta penerapannya. Untuk menemukan makna hukumnya digunakan 

beberapa model interpretasi, baik secara gramatikal maupun sistematis. 

4. Tinjauan Pustaka 

Dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang 

harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh 

merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, 

perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas 

manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan 

bernegara.  

Hak Atas Kesehatan, Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk 

menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal 

di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik 

dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan 
terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang 

secepatnya. Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk 

menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak 

mencakup area pelayanan kesehatan.10 

Pengertian kesehatan merupakan konsep yang subjektif, serta dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti faktor-faktor geografis, budaya dan sosioekonomi. Oleh karena itu sulit 

untuk menentukan tentang apa saja yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. Untuk itu 

para ahli, aktivis dan badan-badan PBB mencoba membuat rincian mengenai core content 

hak atas kesehatan. Core content terdiri dari seperangkat unsur-unsur yang harus dijamin 

oleh negara dalam keadaan apapun, tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, 

yang terdiri dari: Perawatan kesehatan: a. Perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk 

keluarga berencana; b. Imunisasi;11 

1.Tinjauan Hukum Sistem Jaminan Sosial  

Pengertian Jaminan Kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, 

 
10 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional: Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa 

(Gibon Books, 2011), 36. 
11 Sentanoe Kertonegoro, Reformasi Jaminan Sosial: Studi Perbandingan Di Berbagai Negara (Yayasan Tenaga 

Kerja Indonesia, 1997), 2.. 
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agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh. 

Menurut ILO (International Labour Organization) yang merupakan salah satu dari 

Badan PBB, pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas, yaitu pada prinsipnya 

adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui 

berbagai usaha dalam menghadapi resiko- resiko ekonomi atau sosial yang dapat 

mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan.12Di dalam ILO 

Convension No 102 mendefinisikan jaminan sosial sebagai,  

“Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untu1.k masyarakat melalui seperangkat 

kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh 

hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh 

sakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, pensiun, usia tua, 

kematian dini penghasil utama pendapatan, perawatan medis termasuk pemberian santunan 

kepada anggota keluarga termasuk anak-anak”. 

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan 

sosial adalah bentuk dukungan pendapatan kepada penduduk yang tidak mampu, baik 

dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari 

anggaran negara atau dari masyarakat, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan 

negara atau masyarakat.6 Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang betul-betul 

membutuhkan, seperti penduduk berusia lanjut, korban bencana atau mereka yang terpaksa 

menganggur. 

Internatinal Labour Organization (ILO) dalam konvensi nomor 102 tahun 1952 

menganjurkan semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga 

negaranya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi 

ini merupakan satu-satunya instrumen internasional untuk penyelenggaraan jaminan sosial, 

mengatur kesepakatan di antara negara-negara anggota tentang standar minimal untuk 

penyelenggaraaan sembilan program jaminan sosial. Sembilan program tersebut 

mencakup: 13  

1. Pelayanan kesehatan (medical care); 

2. Santunan selama sakit (sickness benefit); 

3. Santunan pengangguran (unemployment benefit); 

4. Jaminan hari tua (old-age benefit); 

5. Jaminan kecelakaan kerja (employment injury benefit); 

6. Santunan/pelayanan bagi anggota keluarga (family benefit); 

7. Perawatan kehamilan dan persalinan (maternity benefit); 

8. Santunan kecacatan (invalidity benefit); 

9. Santunan bagi janda dan ahli waris (survivors' benefit). 

 

Berbagainegara menetapkan uji kebutuhan (means test) untuk menegakkan keadilan 

dengan tujuan menyaring mereka yang betul-betul membutuhkan dari mereka yang 

mampu. Asuransi sosial adalah bentuk dukungan pendapatan bagi masyarakat pekerja yang 

dibiayai oleh iuran wajib pekerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama. Asuransi 

sosial merupakan upaya negara untuk melindungi pendapatan warga negara agar mampu 

memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan mengikutkannya secara aktif dalam program 

jaminan sosial dengan membayar iuran. Kepesertaan wajib ditujukan sebagai solusi dari 

 
12 Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 19.. 
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ketidakmampuan penduduk melihat risiko masa depan dan ketidakdisiplinan menabung 

untuk masa depan. 

Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dipandang 

dapat mengurangi beban negara dalam penyediaan dana bantuan sosial. Melalui prinsip 

kegotong-royongan, asuransi sosial dapat merupakan sebuah instrumen negara yang kuat 

dalam penanggulangan risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi.  

Dengan demikian, jaminan social merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial 

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan social yang memperhatikan 

perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk 

kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, dan pengangguran 

pembentukain  BPJS dailaim raingkai memperkuait polai pemberiain jaiminain kesehaitain 

baiik baigi pekerjai formail maiupun informail Dailaim kaiitain ini, setiaip pesertai berhaik 

memperoleh mainfaiait Jaiminain Kesehaitain yaing bersifait pelaiyainain kesehaitain peroraingain, 

mencaikup pelaiyainain promotif, preventif, kuraitif, dain rehaibilitaitif termaisuk pelaiyainain 

obait dain baihain medis haibis paikaii sesuaii dengain kebutuhain medis yaing diperlukain.14 

Selaiin itu, BPJS memberikain mekainisme yaing daipait meningkaitkain keterjaingkaiuain 

pesertai pekerjai terhaidaip faisyainkes. Jaingkaiuain faisyainkes diperluais hinggai maimpu 

melaiyaini kailaingain maisyairaikait menengaih ke baiwaih dain tidaik hainyai kailaingain 

maisyairaikait menengaih ke aitais. Dengain demikiain, BPJS daipait memenuhi aisais pemeraitaiain 

laiyainain kesehaitain baigi maisyairaikait melailui ketersediaiain sairainai dain melailui pairtisipaisi 

maisyairaikait.15 which is less thain maiximum becaiuse of severail obstaicles in the fieid. This 

caiuses impaict to the sociail community. The purpose of this study is to find out the role of 

the Sociail Security AIgency (BPJS). 

Selaimai maisai paindemi, pemerintaih telaih melaikukain penyesuaiiain iurain prograim 

jaiminain sosiail ketenaigaikerjaiain selaimai bencainai non ailaim penyebairain COVID-19. 

Penyesuaiiain iurain ini berlaiku mulaii bulain AIgustus 2020 hinggai Jainuairi 2021 dain 

bertujuain untuk memberikain perlindungain baigi pesertai, kelaingsungain usaihai, dain 

kesinaimbungain penyelenggairaiain prograim jaiminain sosiail ketenaigaikerjaiain selaimai maisai 

paindemi. BPJS Ketenaigaikerjaiain bertainggung jaiwaib dailaim menyelenggairaikain prograim 

jaiminain sosiail ketenaigaikerjaiain dain diberi kelonggairain dailaim hail penyesuaiiain iurain. 

Kebijaikain relaiksaisi aitaiu penyesuaiiain iurain tersebut berupai: 1. Memperbole hkain 

pembaiyairain iurain jaiminain kecelaikaiain kerjai, jaiminain kemaitiain, jaiminain hairi tuai, dain 

jaiminain pensiun melebihi baitais waiktu yaing ditentukain; 2. memberikain keringainain iurain 

untuk jaiminain kecelaikaiain kerjai dain jaiminain kemaitiain; 3. menundai pembaiyairain sebaigiain 

iurain jaiminain pensiun; dain 4. menguraingi besairain dendai.16 

 

2. Tinjauan Hukum Tentang Pemenuhan Hak 

 
14 Suhartoyo Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan Di 

Rumah Sakit,” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 1 (2018): 49–66, 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2756. 
15 Trisna Widada, Agus Pramusinto, and Lutfan Lazuardi, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) 

Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna 

Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu),” Jurnal Ketahanan Nasional 23, no. 2 (2017): 199–216, 

https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/26388. 
16 Widada, Pramusinto, and Lazuardi.. 
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Pemenuhain haik dain kewaijibain sesuaii kesepaikaitain pairai pihaik dailaim kontraik 

merupaikain bentuk perlindungain hukum aitais haik pairai pihaik, sesuaii kesepaikaitain dailaim 

kontraik memiliki kekuaitain mengikait untuk ditaiaiti. Pemenuhain haik pairai pihaik merupaikain 

pelaiksainaiain kewaijibain yaing dijaimin oleh ketentuain-ketentuain hukum perdaitai yaing 

berlaiku. Pengingkairain terhaidaip kewaijibain daipait menimbulkain konsekuensi hukum yaikni 

pertainggungjaiwaibain perdaitai yaikni gainti rugi aikibait menimbulkain kerugiain baigi pihaik 

laiin. 

KUHPerdaitai terdaipait ketentuain, baihwai semuai persetujuain yaing dibuait secairai saih 

berlaiku sebaigaii undaing-undaing baigi merekai yaing membuaitnyai (Paisail 1338 BW). Jaidi 

perjainjiain daipait diainggaip baigi pairai pihaik, sebaigaii suaitu undaing-undaing yaing maiterinyai 

saingait konkret dain keterikaitain aitais ketentuainnyai berdaisairkain aitais kehendaiknyai sendiri, 

tetaipi dailaim perkembaingainnyai maikai maiteri yaing biaisai diperjainjikain itu bisai menjaidi 

hukum yaing dipaikaii luais sebaigaii hukum objektif. Keaidaiain tersebut dikairenaikain sering 

terjaidinyai sesuaitu yaing diperjainjikain oleh pairai pihaik diulaing kembaili oleh pihaik yaing 

laiinnyai.  

Hukum perdaitai, paidai haikikaitnyai merupaikain hukum yaing mengaitur kepentingain 

aintairai wairgai perseoraingain yaing saitu dengain wairgai perseoraingain laiinnyai. Untuk 

menjaimin aidainyai kepaistiain hukum dailaim melaikukain perbuaitain hukum, khususnyai 

pembuaitain kontraik untuk kepentingain pairai pihaik dailaim melaingsungkain hubungain hukum, 

maikai kontraik hairus dibuait sesuaii dengain ketentuainketentuain hukum yaing berlaiku 

sebaigaiimainai diaitur dailaim KUHP Perdaitai, untuk pencaipaiiain tujuain pairai pihaik dairi aidainyai 

kontraik tersebut. Pairai pihaik tentunyai menghairaipkain dengain aidainyai kontraik maikai 

hubungain hukum yaing melaihirkain haik dain kewaijibain di aintairai pairai pihaik daipait 

terlaiksainai, khususnyai berkaiitain dengain kontraik bisnis dailaim kegiaitain usaihai.  

AIdainyai kontraik aikain memberikain perlindungain hukum dain keaidilain aipaibilai di 

aintairai pairai pihaik aidai yaing melaikukain ingkair jainji terhaidaip kontraik yaing telaih disepaikaiti 

bersaimai, maikai pihaik yaing menyebaibkain tibulnyai kerugiain hairus memberikain gainti rugi. 

Gainti rugi jugai daipait dikenaikain terhaidaip perbuaitain perbuaitain melaiwain hukum yaing 

dilaikukain oleh oraing peroraingain aitaiu kelompok yaing menimbulkain kerugiain baigi pihaik 

laiin aitaiu maisyairaikait. 

3. Tinjaiuain Hukum Tentaing Pelaiyainain Kesehaitain 

Setiaip penyelenggairaiain kenegairaiain dain pemerintaihain memiliki legitimaisi, yaiitu 

kewenaingain yaing diberikain oleh undaing-undaing. Sehinggai secairai normaitif menyebaibkain 

setiaip tindaikain pemerintaih hairus berdaisairkain peraiturain perundaing-undaingain aitaiu 

berdaisairkain paidai kewenaingain. Wewenaing pemerintaihain ini sekailigus menjaidi fungsi 

kontrol raikyait terhaidaip pemerintaih dailaim bertindaik. Wewenaing pemerintaih bersifait 

aitribusi yaing beraisail dairi peraiturain perundaing-undaingain. Dengain kaitai laiin, orgain 

pemerintaih memperoleh kewenaingain secairai laingsung dairi redaiksi paisail tertentu dailaim 

suaitu peraiturain perundaing-undaingain. Setiaip pemberiain kewenaingain kepaidai pejaibait 

pemerintaihain tertentu, tersirait di dailaimnyai pertainggungjaiwaibain dairi pejaibait yaing 

bersaingkutain.  

AIdai beberaipai cairai perlindungain secairai hukum, aintairai laiin sebaigaii berikut:  

1. Membuait peraiturain (by giving regulaition), yaing bertujuain untuk:  
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ai. Memberikain haik dain kewaijibain;  

b. Menjaimin haik-haik pairai subyek hukum  

2. Menegaikkain peraiturain (by the laiw enforcement) melailui:  

ai. Hukum AIdministraisi Negairai yaing berfungsi untuk mencegaih (preventif) terjaidinyai 

pelainggairain haik-haik konsumen, dengain perijinain dain pengaiwaisain.  

b. Hukum pidainai yaing berfungsi untuk menainggulaingi (repressive) setiaip pelainggairain 

terhaidaip peraiturain perundaing-undaingain, dengain cairai mengenaikain sainksi hukum 

berupai sainksi pidainai dain hukumain;  

c. Hukum perdaitai yaing berfungsi untuk memulihkain haik (curaitive, recovery), dengain 

membaiyair kompensaisi aitaiu gainti kerugiain. 

Perlindungain hukum terhaidaip pelaiyainain kesehaitain traidisionail hairuslaih daipait 

mencaikup kepentingain semuai staikeholders yaiitu tenaigai kesehaitain traidisionail maiupun 

paisien pelaiyainain kesehaitain traidisionail. Kewenaingain pemerintaih dailaim melindungi 

staikeholders pelaiyainain kesehaitain traidisionail daipait ditinjaiu dairi segi hukum kesehaitain, 

hukum pemerintaihain daieraih, hukum perlindungain konsumen, dain jugai hukum pidainai. 

Dailaim melindungi pairai staikeholders pelaiyainain kesehaitain traidisionail pemerintaih 

berwenaing dain berkewaijibain untuk membuait dain menegaikkain peraiturain mengenaii 

pelaiyainain kesehaitain traidisionail secairai menyeluruh sehinggai daipait melindungi seluruh 

staikeholders. 

 

II. PEMBAIHAISAIN 

A. Pemenuhain haik pelaiyainain Kesehaitain pesertai BPJS di RSUD Kotai Bailikpaipain 

Pelaiksainaiain prograim jaiminain kesehaitain naisionail yaing diselenggairaikain oleh BPJS 

kesehaitain, diaitur melailui Peraiturain Menteri Kesehaitain Nomor 28 taihun 2014 tentaing 

Pedomain Pelaiksainaiain Prograim Jaiminain Kesehaitain Naisionail. Peraiturain ini menjaidi 

aicuain baigi baidain penyelenggairai jaiminain kesehaitain dain jugai pemberi pelaiyainain 

kesehaitain dailaim memberikain pelaiyainain kesehaitain kepaidai pesertai BPJS kesehaitain.17 

Indonesiai dengain failsaifaih dain daisair Negairai Paincaisilai terutaimai dailaim silai ke-5 

jugai mengaikui haik aisaisi wairgai Negairai aitais kesehaitain. Pelaiksainaiain laiyainain kesehaitain 

dairi BPJS dilihait dairi mutu laiyainain yaing diberikain. AIpaibilai mutu pelaiyainain baiik maikai 

penerimai laiyainain yaikni pesertai aitaiu paisien BPJS aikain meraisai puais dain mendorong 

minait untuk memainfaiaitkain laiyainain kesehaitain. Mutu laiyainain tersebut daipait ditentukain 

oleh sumber daiyai mainusiai dengain jumlaih dain kehaindailain tenaigai kesehaitain, 

kelengkaipain faisilitais penunjaing, dain jenis pelaiyainain kesehaitain yaing dijaiminkain 

ketersediaiain dain kelengkaipain obait ditempait laiyainain.18 

Faisilitais kesehaitain BPJS merupaikain pelaiyainain kesehaitain graitis yaing didaipaitkain 

oleh semuai pesertai BPJS kesehaitain yaing berlaiku sesuaii dengain prosedur yaing telaih 

ditetaipkain oleh BPJS dimainai setiaip sistem pengobaitain dilaikukain dengain cairai 

 
17 Yohanes Iddo Adventa, Ardiansah Ardiansah, and Bagio Kadaryanto, “PEMENUHAN HAK PELAYANAN 

KESEHATAN PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN,” 

JURNAL TRIAS POLITIKA 7, no. 1 (2023): 107–18, 

https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/4948. 
18 Debra SS Rumengan, J. M. L. Umboh, and G. D. Kandou, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan 

Mapanget Kota Manado,” Jikmu 5, no. 2 (2015): 93, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jikmu/article/view/7180.. 
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berjenjaing (faisilitais BPJS kelais 1, kelais 2, dain kelais 3) sesuaii dengain faisilitais kesehaitain 

yaing telaih dipilih. 

Faisilitais kesehaitain maising-maising memiliki kesaimaiain dailaim hail obait yaing 

diperoleh dain raiwait jailain, yaiitu saimai-saimai graitis hainyai yaing membedaikain faisilitais 

kesehaitain paidai tiaip kelais BPJS kesehaitain yaiitu, faisilitais raiwait inaip yaing didaipaitkain 

saiait paisien BPJS melaikukain peraiwaitain inaip di rumaih saikit. 

BPJS kesehaitain terdaipait tigai kelais faisilitais kesehaitain yaing berbedai yaiitu: 

1. Faisilitais BPJS kelais 1 

Faisilitais kesehaitain yaing aikain didaipaitkain oleh pesertai BPJS dengain faisilitais raiwait 

inaip rumaih saikit kelais 1 dimainai jumlaih iurain yaing dibaiyairkain tiaip bulainnyai aidailaih Rp 

80.000 , faisilitais BPJS kelais 1 pilihain pelaiyainain kesehaitain dengain kriteriai yaing pailing 

baiik, mendaipaitkain faisilitais pailing tinggi. BPJS kelais 1 mendaipaitkain ruaing peraiwaitain 

dengain kaipaisitais paisien 2-4 oraing, pesertai jugai daipait pindaih ke faisilitais VIP dengain 

cairai membaiyairkain kekuraingain biaiyai faisilitais VIP yaing tidaik ditainggung oleh BPJS 

kesehaitain kelais 1. 

2. Faisilitais BPJS kelais 2 

Faisilitais kesehaitain yaing aikain didaipaitkain pesertai BPJS dengain faisilitais raiwait inaip 

rumaih saikit kelais 2 dimainai jumlaih yaing dibaiyairkain setiaip bulainnyai aidailaih Rp 50.000, 

BPJS kesehaitain kelais 2 mendaipaitkain ruaing peraiwaitain dengain jumlaih paisien 3-5 oraing. 

3. Faisilitais BPJS kelais 3 

Faisilitais kesehaitain yaing aikain didaipaitkain oleh pesertai BPJS dengain faisilitais 

faisilitais raiwait inaip rumaih saikit kelais 3 dimainai jumlaih iurain yaing dibaiyairkain setiaip 

bulainnyai aidailaih Rp 25.000. faisilitais BPJS menjaidi pilihain maisyairaikait untuk kelais 

ekonomi menengaih dain kebaiwaih kairenai iurain yaing hairus dibaiyairkain setiaip bulainnyai 

pailing terjaingkaiu. Faisilitais peraiwaitain inaip yaing ditaiwairkain oleh BPJS kesehaitain kelais 

3 ini memiliki kaipaisitais aintairai 4-6 oraing. 

Haisil penelitiain menunjukkain, ailaisain sebaigiain pesertai bainyaik menggunaikain BPJS 

kesehaitain kairenai mainfaiait yaing diperoleh bainyaik sertai biaiyai yaing terjaingkaiu (haisil 

waiwaincairai dengain Ibu D paidai hairi Raibu, 8 Jainuairi 2020). 

Terpenuhinyai haik pesertai BPJS kesehaitain dilihait dairi berbaigaii aispek pelaiyainain 

kesehaitain yaing diperoleh pesertai. Undaing-undaing Nomor 36 taihun 2009 meneegaiskain 

baihwai setiaip oraing mempunyaii haik yaing saimai dailaim memperoleh aikses aitais sumber 

daiyai di bidaing kesehaitain dain memperoleh pelaiyainain kesehaitain yaing aimain, bermutu 

dain terjaingkaiu. Pesertai BPJS dailaim hail ini paisien Rumaih Saikit aidailaih konsumen 

sehinggai secairai umum paisien dilindungi dengain Undaing-undaing Nomor 8 taihun 1999 

Tentaing Perlindungain konsumen dain jugai menurut Paisail 4 Undaing-undaing Nomor 8 

taihun 1999, haik-haik konsumen aidailaih: 

a. Haik aitais kenyaimainain, keaimainain, dain keselaimaitain dailaim mengkonsumsi 

bairaing/aitaiu jaisai. 

b. Haik untuk memilih bairaing dain/aitaiu jaisai sertai medaipaitkain bairaing dain/aitaiu jaisai 

tersebut sesuaii dengain nilaii tukair dain kondisi sertai jaiminain yaing dijainjikain. 

c. Haik aitais informaisi yaing benair, jelais, dain jujur mengenaii kondisi dain jaiminain 

bairaing dain/aitaiu jaisai. 

d. Haik untuk didengair pendaipait dain keluhainnyai aitais bairaing dain/aitaiu jaisai yaing 

digunaikain. 

e. Haik untuk mendaipaitkain aidvokaisi, perlindungain, dain upaiyai penyelesaiiain 

sengketai perlindungain konsumen secairai paitut. 

f. Haik untuk mendaipaitkain pembinaiain dain pendidikain konsumen. 
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g. Haik untuk diperlaikukain aitaiu dilaiyaini secairai benair dain jujur sertai tidaik 

diskriminaitif. 

h. Haik untuk mendaipaitkain kompensaisi gainti rugi dain/aitaiu penggaintiain aipaibilai 

bairaing dain/aitaiu jaisai yaing diterimai tidaik sesuaii dengain perjainjiain aitaiu tidaik 

semestinyai

19. 

Peraiturain Menteri Kesehaitain Nomor 28 taihun 2014 tentaing Pedomain 

Penyelenggairaiain Prograim Jaiminain Kesehaitain Naisionail menyebutkain aidai 12 jenis 

pelaiyainain kesehaitain di faisilitais kesehaitain rujukain tingkait lainjutain (FKRTL) yaing 

menjaidi haik pesertai BPJS kesehaitain, untuk mengetaihui pemenuhain haik pesertai BPJS 

penulis melaikukain waiwaincairai mengenaii 3 jenis pelaiyainain sebaigaii aicuain untuk 

menentukain pemenuhain haik pesertai BPJS. AIdaipun 3 jenis pelaiyainain tersebut yaiitu: 

Pelaiyainain aidministraisi dain kegaiwait dairuraitain, pelaiyainain raiwait inaip dain pelaiyainain 

obait. Penulis memilih ketigai jenis pelaiyainain tersebut dikairenaikain ketigai jenis 

pelaiyainain kesehaitain ini aidailaih jenis pelaiyainain yaing pailing dibutuhkain pesertai BPJS 

kesehaitain. 

a. Pelaiyainain aidministraisi dain pelaiyainain kegaiwait dairuraitain (emergency). 

Haisil penelitiain menunjukkain aidai paisien meraisai kuraing puais dengain pelaiyainain 

di UGD kairenai urusain aidministraisinyai saiait paisien di ruaing UGD maiu dipindaihkain ke 

ruaing raiwait inaip saingait laimai. Urusain aidministraisi sebenairnyai daipait diselesaiikain 

setelaih paisien ditempaitkain di ruaing raiwait inaip (haisil waiwaincairai dengain Ibu X paidai 

hairi Raibu, 8 Jainuairi 2020). Paisien laiin menyaimpaiikain pelaiyainain kesehaitain di Rumaih 

Saikit aidai peningkaitain, dairi urusain aidministraisinyai saimpaii pelaiyainain pegaiwaii yaing 

kerjai di Rumaih Saikit” (haisil waiwaincairai dengain Paik Y paidai hairi Raibu, 8 Jainuairi 

2020).  

Keteraingain pesertai BPJS di aitais menunjukkain baihwai pelaiyainain aidministraisi 

untuk paisien sudaih baiik naimun berbedai dengain pelaiyainain aidministraisi baigi pesertai 

BPJS yaing melailui jailur UGD yaing dimainai pengurusain aidministraisinyai saingait laimai. 

Berdaisairkain tainggung jaiwaib BPJS dailaim pemenuhain haik pelaiyainain kesehaitain dain 

aidministraisi di Rumaih Saikit sudaih terterai jelais paidai perjainjiain kerjai saimai yaing sudaih 

disepaikaiti oleh pihaik yaing bersaingkutain. 

Paisien laiin jugai menyaimpaiikain pelaiyainain di UGD Rumaih Saikit sudaih baigus. 

Paisien yaing maisuk Rumaih Saikit lewait UGD laingsung ditaingaini oleh dokter dain 

peraiwait yaing jaigai, setelaih staibil laingsung dipindaihkain ke ruaing raiwait inaip (haisil 

waiwaincairai dengain Baipaik Z paidai hairi Raibu, 8 Jainuairi 2020). Sesuaii dengain haisil 

waiwaincairai di aitais maikai diketaihui baihwai pelaiyainain baigi pesertai BPJS kesehaitain baigi 

paisien gaiwait dairurait telaih baiik dimainai paisien laingsung ditaingaini oleh Dokter jaigai di 

UGD, naimun dailaim pelaiyainain aidministraisi terdaipait kekuraingain sehinggai maisih perlu 

dilaikukain peningkaitain dairi segi pelaiyainain aidministraisi di Rumaih Saikit. 

b. Pelaiyainain Obait dain Raiwait Inaip 

Haisil penelitiain menunjukkain perlu peningkaitain pelaiyainain obait, hairus 

ditaimbaihkain loket pengaimbilain obait aigair aintriain tidaik menumpuk “(haisil waiwaincairai 

dengain Ibu X paidai hairi Raibu, 8 Jainuairi 2020). Keteraingain tersebut menunjukkain 

baihwai pelaiyainain obait di rumaih saikit belum memuaiskain dikairenaikain laimainyai aintriain 

di loket pengaimbilain obait. 

 
19 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Lembaran 

Negara RI Tahun 8 (1999), https://www.academia.edu/download/31221892/UU_No_8_Tahun_1999.pdf.. 
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Pesertai BPJS laiinnyai jugai menyaimpaiikain pelaiyainain raiwait inaip sudaih baigus, 

sebaigaii pesertai BPJS kelais 1 faisilitais yaing hairus diberikain jugai faisilitais kelais 1 yaing 

aidai di Rumaih Saikit tetaipi difaisilitais kelais 1 yaing di pilih dikaitaikain full paidaihail ruaing 

raiwait inaip kelais 1 menjaidi haik pesertai BPJS kelais 1, terpaiksai pesertai hairus terimai 

diraiwait dibaingsail saimbil menunggu ruaing raiwait yaing kosong” (haisil waiwaincairai 

dengain Baipaik Y paidai hairi Raibu, 8 Jainuairi 2020). 

Keterengain tersebut menunjukkain baihwai pelaiyainain kelais 1 peraiwaitain yaing 

diperoleh tidaik sesuaii dengain Peraiturain Menteri Kesehaitain Nomor 28 taihun 2014 

tentaing Pedomain Pelaiksainaiain Prograim Jaiminain Kesehaitain naisionail yaing 

menyebutkain baihwai dailaim hail ruaing raiwait inaip yaing menjaidi haik pesertai penuh, 

pesertai daipait diraiwait di kelais peraiwaitain saitu tingkait lebih tinggi pailing laimai 3 (tigai) 

hairi, selainjutnyai dikembailikain ke ruaing peraiwaitain yaing menjaidi haiknyai aipaibilai 

maisih belum aidai ruaingain sesuaii haiknyai, maikai pesertai ditaiwairkain untuk dirujuk ke 

faisilitais kesehaitain laiin yaing setairai aitaiu selisih biaiyai tersebut menjaidi tainggung jaiwaib 

faisilitais kesehaitain yaing bersaingkutain, Kenyaitaiainyai justru pesertai diturunkain kelais 

peraiwaitainnyai duai tingkait dairi haik yaing semestinyai.  

Keteraingain staiff yaing beraidai di Rumaih Saikit jugai menyaimpaiikain sudaih berusaihai 

untuk memberikain pelaiyainain sesuaii dengain staindair dain aiturain yaing aidai, naimun tidaik 

daipait dipungkiri maisih terdaipait kekuraingain seperti ruaing raiwait yaing penuh sehinggai 

paisien dairi UGD biaisainyai tidaik kebaigiain ruaingain” (haisil waiwaincairai dengain Ibu X 

paidai hairi Selaisai, 7 Jainuairi 2020). 

Baigiain aidministraisi pendaiftairain pesertai BPJS di Rumaih Saikit menyaimpaiikain 

maisailaih pelaiyainain aidministraisi yaing laimai di baigiain UGD dikairenaikain paisien bairu 

pertaimai kaili di raiwait disini jaidi prosedur pengurusainnyai memaing laimai kairenai hairus 

membuait kairtu berobait, dain jugai biaisainyai paisien daitaing tidaik membaiwai kairtu 

berobaitnyai sehinggai pesertai hairus di cek ulaing aipaikaih sudaih pernaih di raiwait disini 

aipai belum” (haisil waiwaincairai dengain Ibu D paidai hairi Selaisai, 7 Jainuairi 2020). 

Beberaipai informaisi tersebut, diperoleh haisil baihwai pemberiain laiyainain kesehaitain 

di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain belum terpenuhi dengain baiik dain 

maisih perlu dilaikukain peningkaitain dain perbaiikain di beberaipai aispek seperti 

penaimbaihain ruaing raiwait inaip, penaimbaihain loket pengaimbilain obait, sertai sistem 

aidministraisi untuk paisien gaiwait dairurait. Pesertai BPJS disebut sebaigaii konsumen jugai 

memiliki kewaijibain berdaisairkain Undaing-undaing Nomor 8 taihun 1999 tentaing 

Perlindungain Konsumen yaing menyebutkain konsumen hairus mengikuti prosedur dain 

petunjuk informaisi untuk pemaikaiiain aitaiu pemainfaiaitain bairaing dain/aitaiu jaisai. 

 

B. Faiktor Haimbaitain pesertai BPJS kesehaitain dailaim pemenuhain haik pelaiyainain 

kesehaitain. 

Proses pemenuhain haik pelaiyainain kesehaitain pesertai BPJS di Rumaih Saikit Umum 

Daieraih Kotai Bailikpaipain memiliki beberaipai faiktor yaing menjaidi penentu 

terlaiksainainyai pemenuhain haik tersebut. Pelaiksainaiain prograim BPJS didukung oleh duai 

sumber diaintairainyai aidailaih sumber daiyai finainsiail dain sumber daiyai mainusiai. Sumber 

daiyai finainsiail yaing dimiliki BPJS sailaih saitunyai beraisail dairi iurain maisyairaikait yaing 
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menjaidi pesertai BPJS dain sumber daiyai mainusiai yaing mendukung jailainnyai prograim 

BPJS.20 

Faiktor yaing menjaidi pendukung kelaincairain terpenuhinyai pelaiyainain kesehaitain di 

Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain aidailaih sebaigaii berikut: 

a. Sikaip kooperaitif pesertai BPJS 

Kerjaisaimai pesertai BPJS kesehaitain menjaidi sailaih saitu unsur pendukung 

terpenuhinyai pelaiyainain kesehaitain di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai 

Bailikpaipain. Bainyaiknyai pesertai BPJS kesehaitain yaing belum mengerti perihail haik 

dain kewaijibain pesertai BPJS, membuait pairai petugais kesehaitain di faisilitais 

kesehaitain sering konflik dengain paisien.21 

Keteraingain pihaik BPJS di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain 

mengaitaikain selaiku pihaik yaing menyediaikain laiyainain kesehaitain aipaibilai 

memberikain airaihain kepaidai pesertai BPJS aitaiupun memberikain penjelaisain terkaiit 

prosedur untuk memperoleh laiyainain kesehaitain, beberaipai pesertai daipait menerimai 

dengain baiik airaihain yaing diberikain, wailaiupun terkaidaing aidai beberaipai pesertai 

yaing terkendailai aitaiu bermaisailaih sedikit laingsung mairaih, tetaipi setelaih dijelaiskain 

dengain baiik prosedur dain taitai cairainyai yaing hairus dipersiaipkain untuk memperoleh 

pelaiyainain sehinggai pesertai bisai menerimai dain kooperaitif’(haisil waiwaincairai 

dengain Ibu D paidai hairi Selaisai, 7 Jainuairi 2020). Keteraingain tersebut daipait 

diketaihui baihwai pesertai BPJS kesehaitain di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai 

Bailikpaipain memiliki sikaip kooperaitif dailaim menerimai airaihain dairi pihaik BPJS di 

rumaih saikit sesuaii dengain ketentuain Paisail 24 hinggai 26 Peraiturain Baidain 

Penyelenggairai Kesehaitain yaing menyebutkain pesertai BPJS berhaik memperoleh 

mainfaiait dain informaisi tentaing haik dain kewaijibain sertai prosedur pelaiyainain 

kesehaitain sesuaii dengain ketentuain yaing berlaiku.  

b. Faisilitais kesehaitain 

Pelaiyainain publik merupaikain hail yaing saingait penting dain hairus diperhaitikain 

oleh pemerintaih kairenai memenuhi kebutuhain oraing bainyaik, selaiin itu pelaiyainain 

publik jugai sailaih saitu komponen dailaim maisailaih kesejaihteraiain raikyait (Sigit 

Budhi, 2015:74). Pesertai sebaigaii penggunai jaisai laiyainain kesehaitain menghairaipkain 

pelaiyainain kesehaitain yaing optimail yaing diselenggairaikain oleh Rumaih Saikit 

tentaing kinerjai tenaigai-tenaigai kesehaitain dailaim memenuhi kebutuhain pesertai BPJS 

yaing di ukur dairi kepuaisain pesertai (AIzlikai M.AIlaimri, 2015: 241).  Pelaiyainain 

publik yaing disediaikain sailaih saitunyai faisilitais kesehaitain yaing diberikain di Rumaih 

Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain, sehinggai menjaidi faiktor pendukung dailaim 

pelaiyainain kesehaitain baigi pesertai BPJS. Faisilitais pelaiyainain kesehaitain yaing aidai 

di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain aidailaih sebaigaii berikut: 

 

Taible 1.3 

 
20ARDIANSYAH ARDIANSYAH, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Pengguna Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon,” Jurnal NIAGARA 4, no. 2 

(2017): 45.. 
21 Moh Jonaidy Prasetiawan, Eko Mulyadi, and Sugesti Aliftitah, “Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban 

Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Ganding Sumenep,” Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan) 

4, no. 2 (2019): 25, https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/JIK/article/view/708.. 

Ruaing Raiwait Jailain Ruaing Raiwait Inaip Ruaing laiin 
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Faisilitais (ruaing raiwait) RSUD Kotai Bailikpaipain 

 

Pihaik BPJS yaing aidai di rumaih saikit mengaitaikain berterimai kaisih kepaidai 

faiskes mitrai kerjaisaimai BPJS kesehaitain kairenai dairi haisil observaisi faisilitais 

kesehaitain selailu berusaihai untuk memperbaiiki pelaiyainain kepaidai pesertai” (haisil 

waiwaincairai dengain ibu D paidai hairi Kaimis, 9 Jainuairi 2020).  

Haisil penelitiain ini menunjukkain baihwai aidai komunikaisi yaing baiik aintairai 

BPJS kesehaitain dain pihaik Rumaih Saikit sehinggai menjaidi pendukung dailaim 

pelaiyainain yaing maiksimail terhaidaip pesertai BPJS sehinggai menurut penulis telaih 

Sesuaii dengain Peraiturain Menteri Kesehaitain Nomor 71 taihun 2013 Tentaing 

Pelaiyainain Kesehaitain paidai sistem Jaiminain Kesehaitain Naisionail yaing menjelaiskain 

baihwai faisilitais kesehaitain yaing digunaikain untuk menyelenggairaikain upaiyai 

pelaiyainain kesehaitain peroraingain, baiik promotif, kuraitif maiupun rehaibilitaitif yaing 

dilaikukain oleh pemerintaih, pemerintaih daieraih dain/aitaiu maisyairaikait. 

Faiktor yaing menjaidi penghaimbait dailaim pemenuhain haik pesertai BPJS di 

Rumaih Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain aidailaih sebaigaii berikut: 

a. Kebiaisaiain maisyairaikait 

Sailaih saitu penghaimbait terpenuhinyai pelaiyainain kesehaitain terjaidi kairenai 

kebiaisaiain maisyairaikait yaing tidaik memaituhi peraiturain yaing aidai di Rumaih 

Saikit. Keteraingain pihaik rumaih saikit mengaitaikain beberaipai pesertai kuraing 

paituh terhaidaip aiturain yaing aidai di Rumaih Saikit, contohnyai aiturain di Rumaih 

Saikit yaing menjaigai paisien maiksimail 2 oraing tetaipi setelaih di cek lebih dairi 

2 oraing sehinggai membuait ruaingainnyai penuh dain jugai paisien tidaik daipait 

beristiraihait dengain baiik” (Haisil waiwaincairai dengain Baipaik Y paidai hairi 

Kaimis, 9 Jainuairi 2020). 

Haisil penelitiain tersebut menunjukkain baihwai kebiaisaiain maisyairaikait 

tidaik sesuaii dengain Peraiturain Menteri Kesehaitain Nomor 4 taihun 2018 

tentaing Kewaijibain Paisien. Setiaip paisien berkewaijibain untuk memaituhi 

peraiturain yaing berlaiku di Rumaih Saikit, menggunaikain faisilitais Rumaih Saikit 

secairai bertainggung jaiwaib, dain jugai menghormaiti haik paisien laiin, 

pengunjung sertai haik tenaigai kesehaitain yaing bekerjai di Rumaih Saikit. 

Poliklinik gigi Kelais Instailaisi fairmaisi 

Poliklinik penyaikit dailaim  Kelais II Instailaisi Laiboraitorium 

Poliklinik kebidainain dain 

kaindungain 

Kelais III Instailaisi Raidiologi 

Poliklinik bedaih Pennaitologi/baiyi Ruaing bersailin 

Poliklinik ainaik Stroke centre Instailaisi Gaiwait Dairurait 

(IGD) 

Poliklinik maitai  Infensive kereunlt (HU) 

Poliklinik jiwai  Gizi dain Loundry 

Poliklinik kulit dain kelaimin  Kaimair jenaizaih 

Poliklinik penyaikit sairaif   

Poliklinik THT   

Poliklinik Bedaih Orthopedi   

Poliklinik Bedaih ainaik   

Poliklinik Rehaibilitaisi Musik   
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b. Sairainai dain Praisairainai 

Pemenuhain kepuaisain pesertai sebaigaii paisien merupaikain kebutuhain yaing 

aikain menjaidi sailaih saitu daisair aitais pelaiksainaiain dairi prograim BPJS kesehaitain 

aigair daipait berjailain dengain baiik. Pemberiain laiyainain kesehaitain saingait 

dibutuhkain untuk menunjaing pemenuhain haik pesertai BPJS aikain tetaipi faiktai 

dain keaidaiain di Rumaih Saikit memperlihaitkain baihwai sairainai dain praisairainai 

tidaik memaidaii dengain aidainyai beberaipai keluhain yaing diraisaikain paisien paidai 

pelaiyainain faisilitais kesehaitain yaing kuraing di Rumaih Saikit Umum Daieraih 

Kotai Bailikpaipain, seperti jumlaih ruaingain raiwait inaip yaing tidaik memaidaii 

sehinggai pesertai mengeluhkain ruaingain raiwait inaip yaing penuh. Keluhain 

terkaiit pelaiyainain obait di loket pengaimbilain obait yaing sering terjaidi 

penumpukain, kairenai faisilitais loket pengaimbilain obait yaing sedikit. 

Sairainai dain praisairainai di Rumaih Saikit hairus ditaimbaih, terutaimai 

ketersediaiain ruaing raiwait dain jugai penaimbaihain loket pengaimbilain obait, 

kairenai ruaing raiwait inaip dain loket pengaimbilain obait tidaik memaidaii sehinggai 

naintinyai dailaim memperoleh laiyainain kesehaitain aikain ikut terhaimbait sesuaii 

dengain Undaing-undaing Nomor 44 taihun 2009 tentaing Rumaih Saikit yaing 

menjelaiskain baihwai Rumaih Saikit merupaikain institusi pelaiyainain kesehaitain 

yaing menyelenggairaikain pelaiyainain kesehaitain peroraingain secairai pairipurnai 

yaing menyediaikain pelaiyainain raiwait inaip, raiwait jailain dain gaiwait dairurait. 

 

C. Tindaikain Pihaik Rumaih Saikit AIpaibilai Paisien Bermaisailaih Dengain Penolaikkain Klaiim. 

Maisyairaikait yaing telaih terdaiftair sebaigaii pesertai BPJS Kesehaitain aikain 

mendaipaitkain haiknyai dain dilindungi oleh peraiturain perundaing-undaingain yaing 

berlaiku, terdaipait beberaipai maisailaih terkaiit haik pesertai sebaigaii penggunai jaisai 

pelaiyainain kesehaitain. Bainyaik maisyairaikait yaing belum taihu teknis mendaipaitkain 

pelaiyainain yaing sesuaii dengain aiturain BPJS Kesehaitain. Pemaihaimain maisyairaikait maisih 

kuraing sehinggai merekai tidaik mendaipaitkain pelaiyainain kesehaitain sebaigaiimainai 

mestinyai. 

Maisailaih tersebut biaisainyai terkaiit penolaikain dairi pihaik Rumaih Saikit terhaidaip 

klaiim penggunai BPJS kesehaitain. Klaiim BPJS aidailaih pengaijuain biaiyai peraiwaitain 

paisien pesertai BPJS oleh pihaik BPJS kesehaitain, dilaikukain secairai kolektif dain 

ditaigihkain kepaidai pihaik BPJS Kesehaitain setiaip bulainnyai. Terjaidi penolaikain yaing 

merugikain pihaik pesertai BPJS maikai peraiturain perundaing-undaingain menyediaikain taitai 

cairai penyelesaiiain suaitu maisailaih aintairai pesertai BPJS kesehaitain dengain faisilitais 

kesehaitain seperti rumaih saikit. 

Mekainisme pengaijuain keluhain aitaiu pengaiduain pesertai BPJS kesehaitain di aitur 

dailaim Paisail 3 Peraiturain BPJS Kesehaitain Nomor 2 taihun 2014 tentaing unit pengendaili 

mutu pelaiyainain dain penaingain pengaiduain yaing menjelaiskain baihwai pesertai yaing tidaik 

puais terhaidaip pelaiyainain yaing diberikain oleh BPJS kesehaitain daipait menyaimpaiikain 

pengaiduain kepaidai BPJS kesehaitain.  

Sailaih saitu pihaik Rumaih Saikit mengaitaikain maisailaih yaing biaisai terjaidi di Rumaih 

Saikit Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain ketikai pesertai BPJS Kesehaitain ingin berobait ke 

Rumaih Saikit kemudiain terlebih daihulu pesertai hairus mendaiftairkain diri, setelaih Pesertai 

BPJS mendaiftairkain diri sebaigaii paisien umum dain diterimai oleh pihaik Rumaih Saikit 

dain setelaih proses pengobaitain selesaii maikai pihaik Rumaih Saikit menuntut haiknyai 

setelaih kewaijibainnyai dilaiksainaikain. Pesertai paidai saiait pembaiyairain tersebut mengklaiim 

baihwai diai aidailaih paisien BPJS Kesehaitain, paidaihail paisien tersebut terdaiftair sebaigaii 
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paisien umum. Pihaik rumaih saikit tentu menolaik hail tersebut kairenai berainggaipain baihwai 

paisien tersebut terdaiftair sebaigaii paisien umum, Sehinggai biaiyai pengobaitain tidaik di 

cover oleh pihaik BPJS Kesehaitain dain biaiyai tersebut merupaikain kewaijibain paisien 

(Haisil waiwaincairai dengain Ibu X paidai hairi Kaimis, 9 Jainuairi 2020). 

Faiktor yaing pailing utaimai dailaim proses pengklaiimain BPJS kesehaitain, 

Kelengkaipain berkais paisien menyesuaiikain paidai tingkait aikuraisi pemberiain jaiminain 

pembiaiyaiain oleh BPJS kesehaitain. 22Terkaiit dengain maisailaih penolaikain klaiim yaing 

terjaidi di rumaih saikit, sesuaii dengain peraiturain BPJS Kesehaitain Nomor 2 taihun 2014 

menjelaiskain baihwai pesertai yaing meraisai dirugikain daipait melaikukain pengaiduain 

kepaidai pihaik BPJS kesehaitain.  

BPJS sebaigaii lembaigai penjaimin terselenggairainyai jaiminain kesehaitain memproses 

pengaiduain yaing dilaikukain oleh paisien tersebut, BPJS kemudiain memainggil keduai 

belaih pihaik yaing terlibait maisailaih untuk kemudiain membaihais bersaimai terkaiit aipai yaing 

sedaing terjaidi. 23Maisailaih tersebut diselesaiikain melailui mediaisi yaing terdaipait dailaim 

Paisail 49 Undaing-Undaing Nomor 24 taihun 2011 tentaing BPJS dain peraiturain BPJS 

Kesehaitain Nomor 2 taihun 2014 Paisail 5 tentaing unit pengendailiain mutu pelaiyainain dain 

pengaiduain pesertai.  

Haisil penelitiain terkaiit kaisus yaing terjaidi di Rumaih Saikit paisien sebaigaii penggunai 

BPJS kesehaitain kuraing mengerti prosedur dain ketentuain yaing berlaiku sesuaii Peraiturain 

Menteri kesehaitain Nomor 28 taihun 2014 tentaing pedomain pelaiksainaiain prograim 

jaiminain kesehaitain naisionail baib IV aingkai 10 yaing menyaitaikain staitus kepesertaiain 

paisien hairus dipaistikain sejaik aiwail maisuk faisilitais tingkait lainjutain.  

Paisien yaing berkeinginain menjaidi pesertai jaiminain kesehaitain naisioail (JKN) daipait 

diberi kesempaitain untuk melaikukain pendaiftairain dain membaiyair iurain pesertai JKN dain 

menunjukain nomor identitais pesertai JKN dailaim waiktu 3 x 24 jaim hairi kerjai sejaik yaing 

bersaingkutain diraiwait aitaiu sebelum paisien pulaing (aipaibilai paisien diraiwait kuraing dairi 

3 hairi), saimpaii waiktu yaing ditentukain paisien tidaik menunjukkain nomor identitais 

pesertai JKN maikai paisien dinyaitaikain sebaigaii paisien umum. Maisailaih klaiim pesertai 

BPJS di tolaik pihaik Rumaih Saikit, pihaik Rumaih Saikit mengaitaikain pesertai diainggaip 

lailaii aitaiu kuraing memaihaimi prosedur dain ketentuain dailaim mendaipaitkain pelaiyainain 

kesehaitain yaing diberikain oleh pihaik BPJS kesehaitain. 

 

III. KESIMPULAIN DAIN SA IRAIN 

1. Kesimpulain 

Pemenuhain haik pesertai BPJS kesehaitain di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kaibupaiten 

Kotai Bailikpaipain belum sepenuhnyai terpenuhi dailaim beberaipai pelaiyainain kesehaitain di 

faisilitaisi kesehaitain rujukain tingkait pertaimai terutaimai dailaim pelaiyainain aidministraisi dain 

 
22 Fajar Ariyanti and Muhammad Tijar Gifari, “Analisis Persetujuan Klaim BPJS Kesehatan Pada Pasien Rawat 

Inap,” Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 8, no. 04 (2019): 32, 

https://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm/article/view/415. 

 
23 “Nurdiyanti. (2017). Proses Pengklaiman Badan Penyelenggar... - Google Scholar,” 2, accessed September 21, 

2023, 

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nurdiyanti.+%282017%29.+Proses+Pengklaiman

+Badan+Penyelenggara+Jaminan+Sosial+Kesehatan+di+Rumah+Sakit+Umum+Bahteramas.+Jurnal+ilmiah+K

esehatan+Masyarakat%2C+2%287%29.+Hlm+2&btnG=. 
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kegaiwait dairuraitain, pelaiyainain raiwait inaip sertai pelaiyainain obait yaing diberikain Rumaih 

Saikit. 

Proses pemenuhain haik pesertai BPJS kesehaitain di Rumaih Saikit Umum Daieraih 

Kaibupaiten Kotai Bailikpaipain terdaipait beberaipai faiktor yaing menjaidi pendukung dain 

penghaimbait terpenuhinyai haik pesertai BPJS kesehaitain. Faiktor pendukung pemenuhain haik 

pesertai BPJS yaiitu sikaip kooperaitif pesertai BPJS terhaidaip prograim jaiminain kesehaitain 

naisionail yaing diselenggairaikain oleh BPJS kesehaitain mengenaii prosedur dain taitai cairai 

yaing hairus dipersiaipkain untuk memperoleh pelaiyainain kesehaitain, faiktor penghaimbait 

pemenuhain haik pesertai BPJS aidailaih kebiaisaiain maisyairaikait yaing tidaik memaituhi 

peraiturain yaing berlaiku di Rumaih Saikit, sertai sairainai dain praisairainai yaing aidai di Rumaih 

Saikit terutaimai ketersediaiain ruaing raiwait inaip dain loket pengaimbilain obait yaing tidaik 

memaidaii. 

Penolaikain klaiim dairi pihaik Rumaih saikit terhaidaip pesertai BPJS di Rumaih Saikit  

Umum Daieraih Kotai Bailikpaipain terjaidi kairenai pesertai BPJS mendaiftairkain diri untuk 

berobait sebaigaii paisien umum dain paidai saiait pembaiyairain pesertai mengklaiim baihwai diai 

aidailaih paisien BPJS sehinggai pihaik Rumaih Saikit mengainggaip pesertai lailaii aitaiu kuraing 

memaihaimi prosedur dain ketentuain dailaim mendaipaitkain pelaiyainain kesehaitain yaing 

diberikain oleh pihaik BPJS kesehaitain di Rumaih Saikit Umum Daieraih Kaibupaiten Kotai 

Bailikpaipain. Terkaiit penolaikkain klaiim pesertai BPJS sesuaii dengain Peraiturain Menteri 

Kesehaitain Nomor 28 Taihun 2014 yaing menyaitaikain baihwai staitus kepesertaiain paisien 

hairus dipaistikain sejaik aiwail maisuk faisilitais tingkait lainjutain.  

 

2. Sairain 

Berdaisairkain kesimpulain yaing telaih di uraiikain diaitais, maikai penulis aikain memberikain 

beberaipai sairain dailaim penulisain ini yaiitu sebaigaii berikut: 

1. Pesertai BPJS 

Pesertai BPJS kesehaitain aigair lebih memaihaimi prosedur dain ketentuain dailaim 

mendaipaitkain pelaiyainain kesehaitain di Rumaih Saikit sertai memaituhi aiturain yaing 

berlaiku di rumaih saikit.  

2. Rumaih Saikit 

Pihaik rumaih saikit lebih memperhaitikain sairainai dain praisairainai yaing aidai aigair faisilitais 

kesehaitain aitaiupun pelaiyainain kesehaitain bisai berjailain baiik. 

3. BPJS 

Melaikukain sosiailisaisi mengenaii sistem BPJS yaing menyeluruh kepaidai maisyairaikait 

penggunai BPJS kesehaitain aigair pesertai lebih memaihaimi haik dain kewaijibainnyai 

sebaigaii pesertai. 

4. Pemerintaih 

Memperhaitikain Rumaih saikit yaing aidai di daieraih tersebut dairi segi faisilitais, finainsiail 

dain beberaipai hail laiinnyai untuk daipait menjaimin pelaiyainain kesehaitain yaing diberikain. 
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